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Atas Rahmat dan Inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan
skripsi ini sebagaimana yang direncanakan.

Tulisan ini hanya merupakan salah satu dari sekian banyak tugas di
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Penyusun sengaja mengambil malteri
tentang kewarisan karena penyusun berkeinginan menambah wacana tentang
hukum kewarisan di Indonesia.

Adapun materi dari penyusunan penelitian ini ditulis dengan serba singkat,
sudah barang tentu isinya pun tidaklah sempurna karena tidak menyajikan hukum
waris secara tuntas. Penyusunan penelitian ini dilandasi oleh harapan yang kuat
untuk menyelesaikan studi strata satu sekaligus untuk menyumbangkan sesuatu
yang bermanfaat sebagai pemerkaya bagi kepustakaan hukum waris yang terlebih
dahulu telah ada.

Maksud penyusunan penelitian ini di samping sebagai tugas akhir studi di
UIN sunan Kalijaga juga turut serta berpartisipasi dalam membantu para pelajar
atau siapa pun yang berminat memahami hukum waris di Indonesia khususnya
tentang status anak pra nikah dalam pewarisan. Meskipun disadar seperlunya
bahwa materi penelitian ini tidak lengkap dan tidak tuntas, akan tetapi setidak-

tidaknya membantu dalam upaya memahami peta hukum waris di Indonesia yang
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ABSTRAK
STATUS ANAK PRA NIKAH DALAM HUKUM WARIS
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA)

Sebelum negara Indonesia dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda, hukum
yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam dan hukum adat. Hukum ini masih
plural dan tidak mengenal sama sekali tentang status anak pra nikah dan bagian-
bagiannya dalam pewarisan. Akan tetapi setelah Indonesia dijajah Belanda
pemermtah Belanda menerapkan undang-undang yakni Burgerlijk Wetboek (BW)
yang _|1ka dlterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang di dalamnya ada aturan-aturan
tentang kedudukan anak pra nikah dan pembagiannya dalam warisan (dibahas
dalam Pasal 852-894).

Di dalam Islam anak pra nikah hanya mempunyai pertalian darah dengan
ibunya saja, tetapi dalam KUH Perdata anak pra nikah di samping mempunyai
pertalian darah dengan iburya, dia juga mempunyai pertalian darah dengan ayah
yang mengakuiny 2. ,

, Di dalam pembahasan skripsi yang bejudul status anak pra nikah dalam
hukum warts, menurut KUH Perdata diakui akan keberadaannya, namun demikian
anak pra nikah tersebut tidak sama persis dengan anak sah dalam pewarisan,
karena untuk anak sah dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya sebagai ahli
waris golongan [ dengan mengesampingkan golongan II, golongan III, dan
golongan IV. Sedangkan pada anak pra nikah yang diakui haruslah diperhatikan

~bersama-sama golongan ahli waris mana anak pra nikah itu mewaris.

Ketentuan dalam Pasal 863 sampai 865 KUH Perdata tentang pembagian
warisan anak pra nikah adalah sebagai berikut:

1. jika anak pra nikah mewaris dengan ahli waris golongan I, maka
bagiannya 1/3 dari bagian anak sah seandainya ia anak sah;

2. jika anak pra nikah mewaris dengan ahli waris golongan II dan golongan
111, maka bagiannya 1/2 dari harta seluruh warisan;

3. jika anak pra nikah mewaris dengan ahli waris golongan IV, maka
bagiannya 3/4 dari seluruh harta warisan;

4. jika anak pra nikah mewaris dengan ahli waris yang bertalian keluarga
dalam lain-lain penderajatan maka bagiannya ditentukan oleh keluarga
yang derajatnya terdekat; dan

5. jika anak pra nikah sebagai satu-satunya ahli waris mendapat seluruh harta
warisan.

|
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan, tiap manusia akan mengalami tahapan-tahapan
hukum atau proses hukum, baik tahapan hukum atas dirinya sendiri maupun
proses hukun alam yang 1a harus jalani tanpa kecuali. Salah satu tahapan
kehidupan itu adalah bahwa tiap manusia akan mengalami satu peristiwa yang
disebut dengan kematian, dan dengan adanya kematian ini maka akan
menimbulkan status hukum baru yaitu hukum yang timbul akibat hubungan
antara yang meninggal dengan hubungan yang ditinggalkan, terutama yang
berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya. Kematian yang menimbulkan
hukum baru ini pada akhirnya akan mengilhami terbitnya satu hukum baru

yang disebut hukum waris.

Hukum waris adalah salah satu aturan hukum yang memuat aturan-
aturan tentang proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda
yang tidak berwujud (Immaterial Garden) dan benda berwujud dari satu
angkatan manusia (Generatid) kepada keturunannya.'

Dari sini dapat diketahui bahwa hukum waris merupakan hukum yang
mengatur segala hak dan kewajiban atas diri yang meninggal dan yang
ditinggal serta segala permasalahan yang berkenaan dengan harta waris dan

para ahli warisnya. Apakah seseorang itu berhak untuk menjadi ahli waris.

Soepomo, Bab-bab tentang Hukuni Adar (Jaharta: Universitas, 1966), him. 172.
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hal-hal apa saja yang menyebabkan dan berapa bagian atau kadar
penerimaannya. serta bagaimana penvelesaiannya jika terjadi anak pra nikah.
ini semua diatur di dalamnya.

Diketahui banyak pihak bahwa perkembangan.penduduk yang terus
bertambah akan berdampak pada berbagai problema dalam kehidupan
bermasyarakat, salah satunya adalah intensitas pergaulan remaja makin bebas
yang mempengaruhi nilai-nilai moral hingga menimbulkan kasus kehamilan di
luar nikah, tidak dapat diingkari bahwa penduduk yang semakin banyak itu
akan diiringi dengan bertambahnya mortalitas penduduk atau orang yang
meninggal dunia, dari sini maka jelas bahwa hukum waris sangat diperlukan
oleh keluarga yang ditinggal untuk mengalur‘segala apa yang ditinggalkan
oleh mayat, dan hukum waris yang menentukan penerimaan atau kadar harta
waris ini bisa diterima.

Seperti  yang penyusun kemukakan di atas  bahwa semakin
bertambahnya penduduk ﬁwka semakin banyak pula problem yang muncul. di
samping kasus kehamilan luar nikah berikut anak  yang  dilahirkan.
permasalahan yang ada dalam masyarakat adalah sering dijumpainya
percekcokan dalam lapangan hukum waris dan persehisihan tersebut adalah
perselisihan antara sesama ahli waris atau dengan kata lain adalah perselisihan
antara sesama saudara.

Persclisihan yang terjadi dalam lapangan hukum waris tidak dapat
dihindari lagi dan selalu berdampak negatif, kekecewaan dan mungkin rasa

dendam ini akan terus terbawa sclama hidupnya serta sangat mungkin akan
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sampai pada anak keturunannya, dan menyebabkan konflik sekaligus
perpccahan  keluarga, padahal hukum waris dibuat untuk memberikan
kepastian  hukum dan perlindungan  bagi masyarakat sehingga tercapai
kedamaian dan ketentraman. Kondisi dan kaidah demikian menjadikan hukum
waris akan diuji dan dikaji keakuratannya.

I£enoniena perebutan  harta warisan antara sesama saudara
mengakibatkan adanya pihak yang menang dan adanya pihak yang sering
dikalahkan. seperti sering diketahui bahwa anak pra nikah dalam lapangan
hukum waris memang dalam posisi lemah, belum lagi ada sorotan dan
pandangan negatif dari sebagian masyarakat. Hal ini sebagai akibat dari
sebagian masyarakat belum sepenuhnya mengetahui atau menyadari akan hak
dan kewajiban seseorang ahli waris terutama kedudukan ahli waris anak pra
nikah dalam keberadaannya di antara ahli waris yang lain. Adanya opini
sebagian masyarakat yang memandang rendah terhadap anak pra nikah akan
berakibat pada si anak pra nikah berada dalam posisi yang dikalahkan, sedang
sebagian yang mengetahuinya akan mengambil keuntungan dari opini tersebut
untuk mendapatkan harta warisan yang lebih besar, padahal anak pra nikah
mempunyai hak waris sendiri yang telah diatur oleh undang-undang dan
harus diakui akan haknya sebagai pelaksanaan dan perlindungan hukum
terhadapnya.

Hukum waris yang ada di negara kita masih bersifat plural. hal ini
terbukti dengan adanya beberapa ketentuan hukum waris yang berlaku dengan

lembaga penegakan yang berbeda pula, dan hukum tersebut adalah hukum



waris yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW.
hukum waris Islam dan hukum Adat. Bagi masyarakat yang tunduk pada KUH
Perdata atau BW maka proses penyelesaian kewarisannya menggunakan
aturan-aturan yang ada dalam KUH Perdata dalam hal ini yang berwenang
memutuskannya adalah Pengadilan Negeri (PN), bagi masyarakat yang
beragama Islam maka yaﬁg berlaku adalah aturan-aturan yang berlaku dalam
hukum Islam (hukum waris) sedang yang berwenang memutuskannya adalah
Pengadilan Agama (PA). Bagi yang tunduk pada hukum Adat maka yang
berwenang menyelesaikan adalah Pengadilan Negeri. namun demikian tidak
menutup kemungkinan yang beragama Islam menyelesaikan permasalahannya
di Pengadilan Negeri (PN) jika yang bersangkutan menghendaki.

Dari sini terlihat pendiskriminasian golongan dalam penyelesaian
waris. Penyatuan dalam pemberlakuan hukum waris adalah suatu alternatif
pemecahan dalam mencegah adanya persclisihan, sehingga tidak terjadi
adanya beberapa ketentuan hukum waris yang berbeda dalam negara
Indonesia. Ragaimanapun juga dampak dari kemajuan pada masyarakat adalah
semakin tersingkirnya norma-norma yang dianut masyarakat yang lama akan
diganti dengan kebiasaan yang baru. Oleh kerenanya sering menjumpai anak
di luar nikah dalam masyarakat yang perlu perhatian lebih.

Sekilas tulisan di atas menggambarkan betapa penting misi yang
dibawa oleh hukum waris, di samping hal tersebut, semua pihak harus segera

membenahi hukum waris sehingga mampu menjawab segala tantangan zaman

yang terus berkembang.
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B. Rumusan Masalah
Dari uraian yang dikemukakan di atas yang diajukan sebagai inti
pemasalahan adalah sebagai berikut.
1. Bagaimana status anak pra nikah dalam lapangan hokum waris menurut
Hukum [slam dan KUH Perdata?

2. Seberapa besar bagian-bagian yang diterima?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. untuk menggali dan mengetahui bagaimana status anak pra nikah
dalam lapangan atau kajian hukum waris ditinjau baik dari hukum
Islam maupun KUH Perdata;
b. untuk mengetahui seberapa seberapa besar bagian-bagian anak pra
nikah ia terima.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk memenuhi tugas akhir dari proses perkuliahan di Fakultas

Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



‘b. untuk menambah pembangunan pengetahuan ilmu hukum secara
umum, khususnya mengenai status anak pra nikah dalam hukum waris:
dan

c. hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai pemacu penelitian t

bagi ilmu pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Setelah pényusun adakan penelitian dari berbagai data dokumenter
ataupun perpustakaan, penyusun mendapatkan karya ilmiah yang sedikit
banyak telah membahas tentang kasus anak pra nikah dalam hukum waris.
Data yang ala kebanyakan hanya membahas dari satu arah pandangan yaitu
dari sudut pembahasan Islam atau KUH Perdata saja, dan sangat sedikit yang
mengulas perbandingan tentang hukum waris baik perbandingan hukum waris
Islam dan BW. hukum waris Islam dan hukum waris Adat. hukum waris
menurut BW dan adat maupun perbandingan hukum waris menurut hukum
Islam, Adat dan BW khususnya tentang kedudukan anak luar nikah dalam
hukt{lm waris.

Dalam hal ini penyusun bermaksud mengkaji tentang kedudukan anak
yang dilahirkan menjelang akad nikah atau pra nikah dari sudut pandang
Hukum Waris Islam dan KUH Perdata dan bagian-bagiannya di lingkungan
Negara Indonesia.

Salah satu usaha pendekatan terhadap masalah ini adalah dengan

mengemukakan cuplikan beberapa kalangan ahli di bidangnya. Cuplikan



dikalangan ahli diantaranya mengemukakan pendapat bahwa status anak pra
nikah dalam Hukum Islam tidak bisa mewarisi dengan pihak bapak dan hanya
bisa dari pihak ibu saja. Pendapat seperti ini misalnya dalam buku Ilmu Waris,
yang ditulis oleh Fatchur Rahman. Di dalam buku tersebut digambarkan
tentang kriteria anak luar nikah dari sudut Hukum Islam yang dikelompokkan
pada anak zina dan anak li'an, menurutnya anak zina ialah anak yang
dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut syari'at. Para ulama telah
>sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai
anak sah. kalau anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad
perkawinan.2

Pendapat lain dalam buku yang berjudul Hukum Waris menurut
Burgerlijk Wetboek yang ditulis oleh Agus Utantoro. Di dalam buku tersebut
Agus Utantoro menerangkan anak luar kawin dari sudut aturan KUH Perdata.
menurutnya bahwa anak luar kawin yang mempunyai hal untuk mewaris
adalah anak luar kawin yang diakui, jika tidak ada pengakuan, maka anak luar
kawin tersebut tidak mempunyai hubungan apapun, pengakuan haras
dilakukan dengan cara menurut Pasal 281 BW di dalam akta kelahiran si anak.
atau dalam akta perkawinan bapak dan ibu di muka Pegawai Catatan Sipil.
atau dibuat akta tersendiri di hadapan notaris atau akta catatan sipil.”?

Adapun buku atau karya ilmiah yang mengkaji tentang perbandingan

antara hukum Adat, hukum Islam dan hukum BW adalah sebagai berikut:

2 Fathur Rahman, M Waris, cet. ke-10 (Bandung: Al-Ma’arif, 1971), him. 221,

> Agus Usantoro, Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek (Surabaya: Usaha Nasional.
1988), him. 14,



Pertama, buku Hukum Warisan di Indonesia karangan Wirjono Prodjodikoro,
dalam buku ini digambarkan anak yang lahir di luar perkawinan dari sudut
pandang perbandingan antara anak luar kawin menurut hukum Islam. anak
luar kawin menurut hukum adat, dan anak luar kawin menurut KUH Perdata.
menurutnya di lingkungan hukum Adat jarang sekali ada anak di luar
perkawinan karena jika terjadi kasus hamil di luar kawin maka diusahakan
supaya seseorang itu selekas mungkin kawin, namun demikian jika ada anak
Jahir di luar perkawinan maka anak ini hanya mempunyai ibu dan tidak
mempunyai bapak, begitu juga dalam hal waris-mewaris ia hanya bisa
mewaris dengan ibu dan keluarga dari ibu. Adapun di lingkungan hukum
Islam, menurut Wirjono Prodjodikoro dengan adanya tenggang-tenggang
waktu kawin si isteri dan lahir si anak maka akan menimbulkan banyak
kelahiran anak di luar nikah. Jika ini terjadi maka‘seperti dalam hukum Adat,
dalam hukum [slam pun seorang anak yang lahir di luar perkawinan hanya
dianggap mempunyai ibu saja dan tidak mempunyai bapak, begitu juga dalam
hal warisan ia hanya bisa mewaris dari garis ibu dan keluarga ibu. Adapun
dari sudut pandang BW menurut Wirjono Prodjodikoro ada peraturan
istimewa mengenai hubungan hukum tentang warisan antara si ibu dan si anak
di luar perkawinan, termuat dalam Pasal-pasal 862 sampai 873 BW. Menurut
BW ada kemungkinan seorang anak tidak mempunyai bapak, melainkan juga
tidak mempunyai ibu dalam arti, bahwa antara anak dan seorang perempuan
vang melahirkannya itu, tiada perhubungan hukum sama sekali mengenai

pemberian nafkah, warisan dan lain-lain. Perhubungan hukum antara anak dan
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ibu baru ada apabila si ibu mengakui anak itu sebagai anaknya (Pasal 281
BW). Pengakuan oleh bapak hanya mungkin, apabila sl ibu menyetujuinya
(Pasal 284 BW).4 Dari segi komparasi masalah status anak pra nikah sangat
erat kaitannya dengan lembaga pengadilan dan sistem Yyang dipakai
menentukan harta waris (antara Metode Hulkum Waris 1slam / PA dan Metode
Hukum Waris KUH Perdata / PN).

Dari bantuan konsep atau pendapat para ahli diatas dapat dipelajari
mengenai kedudukan anak pra nikah dalam waris. Diantara alternatif solusi
adalah adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pihak ahli waris untuk
menyelesaikannya melalui lembaga dan sistem apa yang dikehendaki sebelum
diadakan penentuan bagian-bagian ahli waris termasuk anak pra nikah.

Setelah mengadakan pengkajian, penyusun menyimpulkan bahwa
penelitian yang sudah ada sangat sedikit dan belum fokus pada masalah
tentang status anak pra nikah kaitannya dengan hukum waris. Oleh karenanyd
penyusun terinspirasi untuk mengkaji bagaimana kedudukan anak pra nikah

atau anak luar nikah dalam lapangan hukum waris baik menurut [slam maupun

menurut KUH Perdata.

Kerangka Teoretik

Berdasarkan singgungan yang diutarakan di atas, maka penelitian int
direncanakan dalam 2 arah pembahasan teori, yakni pembahasan berkattan

dan bersumber dari ajaran Islam atau hukum Islam tentang ana’x pra nikah atau

4 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, cet ke-0 (Bandung: Sumur

Bandung. 1980), him. 56-61.
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anak luar nikah dalam hukum waris dan teori pembahasan berkaitan dan

bersumber dari KUH Perdata tentang status anak pra nikah dalam hukum

waris.
Di dalam konteks hukum Islam anak pra nikah ;atau anak luar nikab
dalam hukum waris tidak diakui tentang keberadannya. dalam hal ini anak pra
nikah atau anak luar nikah diklasifikasikan terhadap anak zina dan anak li'an.
a. Anak zina adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah
menurut syari'at. Para ulama telah sepakat bahwa seorang anak tidak dapat
dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan
kurang dari waktu 6 bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut
mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara
kelahiran anak dengan perkawinan itu ialah 6 bulan.

b. Anak li'an adalah anak yang dihukumi tidak bernasab dengan ayahnya
setelah terjadi tuduh-menuduh zina.
Masing-masing kedua anak ini terputus hubungan nasabnya dengan
ayahnya, tetapi pertalian nasab dengan ibunya masih utuh, oleh karena itu
mereka dapat mempusakai orang tuanya dari pihak ibu dan keluarga-
keluarga ibunya, bukan dari pihak bapak,® begitu juga dalam hal waris.
Adapun besarnya bagian anak pra nikah menurut teori hukum waris Islam
adalah ditentukan oleh ada tidaknya mahjub dan akan mendapat ashabah
atau sisa harta warisan.

Sedangkan dalam konteks KUH Perdata anak luar nikah dikelompokan

% Fathur Rahman, llmu Waris..., him. 221.



menjadi 2 macam yaitu anak alami yang diakui selaku anak dan anak alami
yang tidak diakui, di antara 2 macam anak alami tersebut, maka anak alami
macam pertama saja yang mempunyai hak mempusakai atau mewaris.

Hak pusaka anak alami yang diakui termuat dalam Buku ke-2 Bab
XXII bagian HI, Pasal 862 sampai 873. Di dalam Pasal 862 ditentukan bahwa
jika anak alami tersebut mewaris bersama-sama dengan anak sah dan salah
seorang suami istri, maka anak alami menerima 1/3 (sepertiga) bagian anak
sah.

Jika si mati tidak mempunyai keturunan anak yang sah dan tidak
meninggalkan salah seorang suami atau istri, tetapi ia mewaris bersama-sama
orang tua atau kakak, maka bagian mereka adalah 2 dari bagian anak sah.

Jika anak luar nikah mewaris bersama-sama dengan sanak keluarga
yang lebih jauh, maka bagian mereka adalah " dari bagian anak sah. Pasal
864 BW menetapkan bahwa bagian anak alami diambilkan terlebih dahulu.
kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 865 BW menentukan kalau tidak ada ahli waris yang berhak
sama sekali, seluruh harta peninggalan jatuh pada anak alami (anak pra nikah).
Pasal 866 BW mengadakan penggantian kedudukan mewarisi bagi anaknya

anak alami atau anak pra nikah, bila anak alami tersebut mati mendahului pada

. 6
orang yang mewariskan.”

¢ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan ....hIm. 59-60.



F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Penelitian mengenai kedudukan anak pra nikah dalam hukum waris dan
studi komparasi hukum Islam dan hukum perdata adalah termasuk dalam
jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berpegang
pada segi-segi yuridis mengingat bahwa penelitian ini mengacu pada
aliran-:liran yang ada.’

Sifat Penelitian

Deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan pada variabel-variabel
individu seperti status anak pra nikah ditinjau dari hukum waris Islam dan
status anak pra nikah ditinjau dari hukum KUH Perdata secara independen.
Analitis yaitu mengadakan pengamatan masing-masing pembahasan untuk
mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian objek
yang di teliti.

Komparatif yaitu setelah mendapatkan pengetahuan ilmiah atau pengertian
masing-masing yang akan dibahas kemudian diadakan usaha-usaha
perbandingan.

SumberData

Pengumpulan bahan dilakukan dengan studi dokumen atau tulisan para
ahli untuk memperoleh informasi. Pengolahan data dilakukan dengan
memilih dan mengkaji pasal-pasal atau dasar-dasar pada hukum yang

berkaitan dengan materi penelitian, dari data yang terkumpul disusun

him. 24.

7 Ronihani Tejo dan Sumitro, Metodolugi Penelitian (Jakarta: Ghalilia Indonesia, 1983),



secara sistematis dengan bahan yang tergabung dalam studi dokumen.
4. Analisis Data

Bahan-bahan yang terkumpul diidentifikasikan dan dipilah-pilah kemudian
dilakukan analisis secara yuridis kualitatif yaitu mehganalisis bahan-bahan
hukum yang bertolak pada usaha-usaha penemuan isi dan informasi untuk
mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran-pemikiran yang logis
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hu_kum yang ada serta asas-
asas hukum yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum berlaku sehingga

tergambar suatu sistem hukum yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan
Penelitian skripsi ini dibagi enam bab, yaitu sebagai berikut.

Bab pertama Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah.
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan sistematika penelitian.

Status anak pra nikah dalam Islam kaitannya terhadap warisan anak
tersebut ada pada Bab Il yang berisikan pembahasan mengenui status anak
menurut Hukum Islam dan sistem pewarisan menurut Hukum Islam.

Sedang pandangan KUH Perdata mengenai status anak par nikah
kaitannya terhadap¥arisan diletakkan pada Bab 1 scbagai kelanjutan dari bab
sebelumnya yang membahas tentang status anak pra nikah menurut KUH
Perdata dan pewarisan menurut KUH Perdata.

Bab IV mencoba membandingkan sekaligus menganalisis dari teori
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diatas (Hukum Islam dan KUH Perdata) dalam Hukum Islam dan KUH
Perdata, dan harta warisan anak pra nikah.

Bab vV merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan uraian di muka. maka dapatlah ditarik

kesimpulan yang merapakan jawaban dari permasalahan-permasalahan di

muka, yaitu.

1.

Bahwa status anak pra nikah atau anak luar nikah dalam hukum waris
Islam hanya mempunyai pertalian darah dengan ibunya saja. Sedangkan

status anak pra nikah atau anak luar nikah dalam lapangan hukum waris

perdata disamping mempunyai pertalian derah dengan ibunya juga

mempunyai pertaiian darah dengan bapak yang mengakuinya di muka

catatan sipil, namun meskipun anak pra nikah itu telah diakui
keberadaanya tetapi kedudukannya tidak sama persis dengan anak sah
dalam pewarisan, hal demikian disebabkan untuk anak sah dapat mewaris
harta peninggalan orang tuanya sebagai ahli waris golongan I dengan
mengesampingkan golongan [I. golongan III dan golongan IV. sedang
pada anak pra nikah yang diakui haruslah diperhatikan bersama-sama
golongan ahli waris yang mana anak pra nikah tersebut mewaris.

Bagian anak pra nikah dalam hukum waris Islam tidak ada ketentuan dapat
seperberapa dari harta warisan ibunya. Adapun bagian anak pra nikah
dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 863 sampai 865, yaitu:

a. jika ia (anak pra nikah) mewaris bersama-sama dengan ahli waris

62
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golongan 1 maka bagiannya 1/3 dari bagiim anak sah seandainya anak
pra nikah adalah anak sah;

jika ia (anak pra nikah) mewaris bersama-sama dengan ahli waris
golongan II dan IlI, maka bagiannya ¥ dari seluruh harta warisan;

jika ia (anak pra nikah) mewaris bersama-sama dengan ahli waris
golongan IV, maka bagiannya % dari seluruh harta warisan;

jika ia (anak pra nikah) mewaris bersama-sama dengan ahli waris yang
bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan bagiannya ditentukan
oleh keluarga yang paling dekat derajatnya; dan

jika ia (anak pra nikah) sebagai satu-satunya ahli waris maka 1a

mendapatkan scluruh dari harta warisan.
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B. Saran

1. Diharapkan agar Pegawai Catalan Sipil (khususnya) selalu aktif untuk
memberil an pengetahuan dan peringatan kepada calon suami istri, tentang
adanya keharusan pengakuan terhadap anak pra nikah melalui penyuluhan,
pendidikan dan latihan dan lain-lain, sehingga apabila mereka lupa atau
kurangnya pengetahuan tentang adanya ketentuan itu, dapat melakukan
pengakuan sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan. Dengan
demikian tidak ada lagi anak pra nikah yang belum diakui, setelah
perkawinan berlangsung.

2. Di dalam pelaksanaan pembagian warisan hendaknya berpegang teguh
pada keyakinan sendiri yang kuat? dengan kata lain hukum waris apa yang
akan akan dipakai, sehingga akibat dari pembagian warisan itu membawa
kebaikan keluarga dan masyarakat sekitar serta masalah warisan ini tidak

dijadikan sumber konflik dalam keluarga.
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